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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat
(2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012, perlu membentuk
unit layanan pengadaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.83 2

Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55
Tahun 2013;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 56 Tahun 2013;

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2010 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu I
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 60/P Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
1 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi
di lingkungan Kementerian yang memiliki kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan anggaran.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit
organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan
barang/jasa di lingkungan Kementerian yang melekat pada unit yang
sudah ada.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut
dengan Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh Kementerian yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan
untuk memperoleh Barang/jasa.
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Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada Kementerian yang bersangkutan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk
melaksanakan Pengadaan Langsung.

Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok
kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang
dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang
bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di
Kementerian.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan wusaha dan/atau orang
perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
konsultansi/jasa lainnya.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut
LPSE, adalah wunit kerja Kementerian yang dibentuk untuk
menyelenggarakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan
Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi
informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

BAB Il
TUJUAN
Pasal 2

Pembentukan ULP bertujuan untuk:

a.

menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi atau
terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan; dan

meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Kementerian.
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BAB Il
PEMBENTUKAN, RUANG LINGKUP
TUGAS, DAN KEWENANGAN ULP

Bagian Kesatu
Pembentukan ULP
Pasal 3

Setiap Satker dapat membentuk ULP dengan mempertimbangkan
sebaran lokasi dan beban kerja dalam pengadaan barang/jasa.

Pembentukan ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
atas nama Menteri, oleh:

a. Sekretaris Jenderal;
b. Inspektur Jenderal;

c. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan
Informal;

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar;
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah;
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
Direktur Jenderal Kebudayaan;

S Qe -~ o a

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan
dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;

i. Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; atau
J.  Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi volume,
besaran dana, dan jenis kegiatan pengadaan barang/jasa.

ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan
unit organisasi nonstruktural yang diintegrasikan pada unit
struktural pada masing-masing Satker, yang melaksanakan fungsi di
bidang pengadaan barang/jasa.

Dalam hal Satker tidak memiliki sumber daya untuk membentuk ULP
atau diangggap tidak efisien untuk membentuk ULP tersendiri dapat
menggunakan ULP Satker yang terdekat dengan wilayah kerjanya.

Pasal 4
Perangkat ULP paling sedikit terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sekretariat; dan
c. Kelompok Kerja (Pokja).
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin
oleh seorang Sekretaris.

(3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
dipimpin oleh seorang Ketua.

(4) Anggota Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berjumlah
gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan
kebutuhan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Tugas dan Kewenangan ULP
Pasal 5

Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP mencakup pelaksanaan
pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang
pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 6
Tugas ULP meliputi:
a. mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK;
b. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;

c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website
Kementerian dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta
menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan
Nasional,

d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau
pascakualifikasi;

e. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap
penawaran yang masuk;

f. menjawab sanggahan;

g. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;

h. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa,;

i.  mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, KAK/Spesifikasi
Teknis, dan rancangan kontrak kepada PPK berdasarkan atas usulan
Pokja ULP;

j. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada
Menteri melalui KPA;

k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA;

.  menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan ULP;
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